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BAB IV 

 DATA DAN ANALISIS  

A. Data  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

a. Kabupaten Tapin  

Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin 

merupakan salah satu bagian dari provinsi Kalimantan Selatan yang secara 

geografis terletak pada 2 ̊32’43’’ hingga 3 ̊00’43’’ LS dan 114 ̊46’13’’ hingga 115 

̊30’33’’BT46 serta berbatasan dengan: Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan, Selatan dengan kabupaten Banjar, Barat dengan Kabupaten Barito Kuala 

dan Timur dengan Kabupaten Banjar. 

Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencangkup wilayah seluas 

2.700,82 Km2 yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Dari data statistik yang 

ada, pada umumnya masing-masing kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah 

yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah 

relatif kecil dari kecamatan lainnya. 

Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi 

laras Utara dengan luas wilayah 730,48 Km2 atau sebesar 27,04% dari 

keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah 

paling kecil adalah Kecamatan Tapin utara dengan luas wilayah 71,49 Km2 atau 

sebesar 2,65% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapin. 

                                                
46Badan Pusat Statistika Kabpaten Tapin, Kabupaten Tapin dalam angka 2022, (Tapin : 

BPS Kab.Tapin, 2022), 4 
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Dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa 

kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 m 

dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah 

dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% 

luas wilayah. 

Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah 

yang landau dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di 

kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 

0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin.47 

                                                
47Badan Pusat Statistika Kabpaten Tapin, Kabupaten Tapin dalam angka 2022, (Tapin : 

BPS Kab.Tapin, 2022), 1-7 
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2. Polisi Lalu Lintas Kabupaten Tapin 

Struktur Organisasi Satlantas  

Visi dan Misi :  

1. Visi  

Terwujudnya personel satuan lalu lintas Polres Tapin yang profesional, 

unggul, dan dapat dipercaya masyarakat.  

2. Misi  

a. Menjamin kualitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polri secara 

efektif, efisien dan akuntabel.  

b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.  

c. Meningkatkan kualitas kemampuan personel satuan lalu lintas Polres 

Tapin.  
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d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja satuan lalu lintas Polres Tapin.48 

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan 

masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi 

kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan 

penegakan hukum di bidang lalu lintas. 

Satlantas menyelenggarakan fungsi: 

1) Pembinaan lalu lintas kepolisian; 

2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; 

3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka 

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran 

lalu lintas (Kamseltibcarlantas); 

4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

serta pengemudi; 

5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, 

serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; 

6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 

Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan 

Adapun tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Satlantas antara lain 

sebagai berikut: 

a. Kapolres 

                                                
48IPDA M.S Ariza, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas, .Wawancara Langsung, 

Tapin, 16 November 2022. 



51 
 

 
 

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan 

satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam 

jajarannya. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan 

pelaksanaan tugasnya. 

b. Waka Polres 

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan 

organisasi Polres, dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya 

memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain 

sesuai perintah Kapolres.49 

Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan bidang tugasnya, merumuskan dan menyiapkan 

Program Kerja Polres. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi 

operasional, Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta 

membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polres, 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kapolres. 

Waka Polres dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kabag Ops (Kepala 

Bagian Operasional), Kabag Sumda (Kepala Bagian Sumber Daya), Kabag Ren 

(Kepala Bagian Perencanaan), Kasat Intelkam (Kepala Satuan Intelijen dan 

Keamanan), Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal), Kasat 

Narkoba (Kepala Satuan Narkotika dan Obat terlarang lainnya), Kasat Binmas 

                                                
49Ibid. 
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(Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat), Kasat Sabhara (Kepala Satuan Samapta 

Bhayangkara), Kasat Lantas (Kepala Satuan Lalu Lintas), Kasat Obvit (Kepala 

Satuan Pengamanan Objek Vital) Kasat Pol air (Kepala Satuan Kepolian 

Perairan), Kasat Tahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti), Seksi 

Pengawasan, Seksi Umum, Seksi keuangan dan Para Polsek. 

c. Kasat Lantas 

Kasat Lantas adalah unsur pelaksanaan pada tingkat Mapolres yang 

bertugas memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi Lalu Lintas 

dilingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut 

yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah/antar Polsek dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Kasat Lantas dalam 

pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kaur Mintu (Kepala Urusan Administrasi dan 

Ketatausahaan), Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional), Banum 

(Pembantu Umum), Bamin Ops (Bintara Administrasi Operasional), Kanit 

Dikyasa (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas), Kanit Turjawali 

(Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli), Kanit Reg Ident 

(Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi) dan Kanit Laka (Kepala Unit Laka).  

. 

3. Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kepolisan Kabupaten Tapin 
Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

 

Setelah peneliti melakukan riset lapangan yang menerangkan bahwa di 

kabupaten tapin memiliki 17 SPBU, Namun peneliti memfokuskan pada 3 SPBU 

yaitu SPBU Lokpaikat , SPBU Dulang, SPBU Tatakan.  
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iDalam ipenelitian iini ipeneliti iberfokus ipada isupir iangkutan iyang iparkir idi 

ibahu ijalan. iDalam ipasal iUndang iUndang iNo. i22 iTahun i2009 ipada i ibab i1 iketentan 

iumum ipasal i1 iayat i15 imenerangkan ibahwa iparkir iadalah ikeadaan iberhenti iatau 

itidak ibergerak iuntuk ibeberapa isaat idan iditinggalkan ipengemudinya. iHal iini 

idijelaskan ioleh iinforman ikunci imengutip idari ihasil iwawancara i; i 

“sebelumnya idi isisi ilain ikami iselaku ipetugas ipertama iakan imemaklumi 

ibagaimana iedukasi idi imasyarakat iyang ikurang iterhadap ilalu ilintas iterutama ipara 

isupir iyang iparkir idi ibahu ijalan. iPerlu idiketahui ipinggir ijalan iatau ibahu ijalan 

isebenarnya itidak iboleh idigunakan isebagai itempat iparkir ikarena idapat 

imengganggu imobilitas ipengguna ijalan ilainnya.” i
50 

Untuk imenanggapi ihal iini iterjadi itentunya ipihak ipolisi ilalu ilintas imemiliki 

isolusi iuntuk imenanggulangi ikemacetan iyang idi isebabkan ioleh iangkutan ijalan 

iyang iparkir idi ibahu ijalan. i 

“Dalam ipengaturan iangkutan ijalan ibiasanya idari itim ikami imelakukan 

ipatroli ijalan iraya isecara iberkala, ikhususnya idi iTapin iyang isudah itidak iasing 

iterlihat ipastinya iangkutan ijalan iyang iparkir idi isamping ijalan isaat imengisi ibensin 

iterutama idi iibu ikota. iparkir idi ibahu ijalan ibiasanya imengakibatkan imacet iyang 

isangat imenganggu imasyrakat iberaktifitas. iKarena imenunggu iantrian.” i
51

 i 

Perspektif iinfoman ikunci iterhadap isupir iyang iparkir idi ibahu ijalan iterdiri 

idari i2 ipersepektif, imengutip idari ihasil iwawancara i: i 

“ada i2 ipandangan imengenai ihal iini ipertama iperspektif ihukum iterutama 

ihukum ilalu ilintas ihal iini ibisa iberakibat ipada idenda iatau itindakan iadministratif 

ilainnya. iPadahal ikami ipun iselalu iberkoordinasi idengan ipihak iSPBU inamun imasih 

isaja. iLalu iperspektif ietika idi ianggap itidak isopan idan ikurang ietis”. i
52 

 

                                                
 50Ibid.  
 51IPDA M.S Ariza, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas, Wawancara Langsung, 
Tapin, 15 November 2022. 
 52Ibid. 
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Menurut iinfoman ikunci, ialasan ipara isupir iangkutan ijalan iparkir idi ibahu 

ijalan ibukan ihanya imengisi ibensin isaja inamun iada ijuga imobil itruk iyang imengalami 

ipecah iban iberikut ikutipan iwawancara i; i 

“alasan ikenapa imereka iini iparkir idi ibahu ijalan iyang idekat ispbu iyang 

ipastinya imengisi ibensin i, inamun ibukan ihanya idi ibahu ijalan iSPBU isaja. iPernah idi 

itemui ioleh itim ipatroli isaat ikeadaan itruk inya idalam ikeadaan ipecah iban. iMeskipun 

ihanya i1 imobil isaja inamun ilagi ilagi ihal iini imenganggu imasyarakat”.53
 i 

“aku imengisi ibensin ini isakira ikada imati imesin igasan idi ijalan, itujuan ini 

ijauh ijadi ibaiknya ime iantri isupaya idapat ibensin. iSudah ibiasa ija imun ime iantri 

isepanjang ipinggir ijalan ini isampai ika imalam”54 

Hal iini iselaras idengan ikutipan iwawancara idari isupir ilainnya i: i 

“karena ijarak iyang iakan idi itempuh ijauh ijadi isaya imengisi ibensin isupaya 

ifull idluan ikarena iditakutkan ihal iyang itidak idi iinginkan iterjadi iseperti ikehabisan 

ibensin idi ijalanyang ijauh idari ipom. iItu isangat imenganggu ikerjaan iyang imengirim 

ibarang idari ikota ike ikota”55 

“kebutuhan ipang ijua, ibarang ilambat itekirim igawian ijua ingalih. iDaripada 

imati imesin idi ijalan isepi, ibiasa ipang idah ime iantri ikaini ikadang itu isubuh isudah iada 

imobil imobil ini idi isini” i
56 

 

Dilihat idari ikutipan iwawancara i idi iatas iHal iini isendiri isudah itercantum 

idalam iperaturan iyang iberlaku idi iIndonesia. iMisalnya idalam iperaturan ipemerintah 

inomor i34 itahun i2006 ipasal i38. iPasal iini iberbunyi i“setiap iorang idilarang 

imemanfaatkan iruang imanfaat ijalan isebagaimana idimaksud idalam ipasal i34, ipasal 

i35, ipasal i36 idan ipasal i37 iyang imengakibatkan iterganggunya ifungsi ijalan”. 

iMeskipun itidak itercantum isecara ispesifik idalam iUndang-Undang ino i22 iTahun 

i2009 inamun idalam iperaturan ilain itercantum. i 

                                                
 53Ibid. 
 54Hardani, Sopir Truck, .Wawancara Langsung. Tapin, 20 November 2022. 
 55Syarif, Sopir Truck. , Wawancara Langsung . Tapin , 20 November 2022. 
 56Syarif, Sopir Truck. , Wawancara Langsung . Tapin , 20 November 2022. 
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Peraturan idi iatas itidak iberlaku iapabila isedang iberada idi idalam ikondisi 

idarurat iseperti imobil ipecah iban. iAdapun ibeberapa iruas ijalan iada iyang 

imenyediakan ilahan iparkir ijalan isesuai idengan iperaturan idari ipemerintah idaerah 

imasing-masing. iSesuai idengan iUndang-Undang iyang isama ipada ipasal i120, 

itertulis iparkir ikendaraan idi ijalan idilakukan isecara isejajar iatau imembentuk isudut 

imenurut iarah iLalu iLintas. i10 iarea idilarang iparkir i; i 

a. Tikungan, ibahu iatau isebuah ijembatan. i 

b. Di itempat ipejalan ikaki iatau ilintasan isepeda. i 

c. Dekat ilampu ilalu ilintas iatau ipenyebrangan ipejalan ikaki. i 

d. Di ijalan iutama iatau idi ijalan idengan ilalu ilintas iyang imelaju icepat. i 

e. Berhadapan iatau idekat idengan ikendaraan iberhenti ilainnya idi iseberang 

ijalan isehingga imempersempit iruang ijalan. i 

f. Dalam i6 imeter i(20 ikaki) idari isuatu ipersimpangan, iatau idalam i9 imeter i(30 

ikaki) idari isuatu ipemberhentian ibus, ikecuali ijika ikeadaan irusak. iLalu 

ijangan iberhenti iatau iparkir i3 imeter i(10 ikaki) idi isisi ilain ihidran ipemadam 

iapi iatau iyang idapat imenganggu iakses ikendaraan ipemadam ihidran. i 

g. Menghadap ibagian idepan imobil ike iarah ilalu ilintas i iyang iberlawanan. i 

h. Sepanjang ijalan iyang ilicin. i 

i. Di ijalan ilayang, iterowong, iatau idi isisi ijalan iyang imenuju ijalan iyang iatau 

iterowongan. i 

j. Di iatas ipinggiran irumput iatau ibahu ijalan. i i 

Peran idari ikepolisian ilalu ilintas i isecara iumum iadalah imengatur ilalu ilintas 

idan iangkutan ijalan, imemberikan iwewenang ikepada ikepolisian iuntuk 
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imelaksanakan ipengaturan ilalu ilintas ijalan idengan itujuan iuntuk imemastikan 

ikeselamatan idan ikelancaran ilalu ilintas ijalan iraya. iMenurut iinforman ikunci idalam 

imelakukan ipenertiban itim ipolisi ilalu ilintas imelakukan ipatroli ijalan iraya iatau iyang 

idi isebut iPJR i 

“peran ipolisi ilalu ilintas isangat ipenting iagar ilalu ilintas idi imasyarakat 

iberjalan idengan ilancar, imaka idari iitu iuntuk imengawal iini ikami imelakukan 

ikegiatan ipatroli isecara iberkala iyaitu ipatroli ijalan iraya ikegiatan iini iberupa i i i 

iMenyelenggarakan ikegiatan ipengaturan, ipenjagaan ipengawalan i dan ipatroli idi 

isepanjang ijalan iraya ilingkungannya. iLalu ipatroli iini iMelaksanakan ipenindakan 

ipelanggaran iLalu iLintas idan ipenanganan ipertama iTKP ikecelakaan iLalu iLintas idi 

isepanjang ijalan iyang imenjadi itanggung ijawabnya. iJika iterjadi ihal iyang imelanggar 

ilalu ilintas ikami iakan iMengirimkan iberkas iperkara ipelanggaran iLalu iLintas ike 

ipengadilan idan iberkas ipenanganan ipertama ikecelakaan iLalu iLintas idan 

ikriminalitas ikesatuan ikewilayahan isesuai idengan itempat ikejadian iperkara”57 

Dari pihak spbu pun menyatakan bahwa ;  

“di sini kan daerah tambang, otomatis banyak truk kecil atau besar yang 
mengisi bensin di sini, karena sudah merupakan kebutuhan sehari hari. Dari pihak 
kami biasanya hanya menertibkan saja, untuk memberikan sanksi atau teguran 
keras biasanya dari pihak kepolisian. Kami pun selalu melakukan koordinasi”58 

Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 mengatur tentang tata cara pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan 

di Indonesia. Dalam undang-undang ini, kepolisian unit lalu lintas memiliki peran 

penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas serta memberikan 

perlindungan kepada pengguna jalan. 

Beberapa peran kepolisian unit lalu lintas dalam mengatur lalu lintas 

antara lain, Mengatur dan mengawasi lalu lintas di jalan raya, termasuk mengatur 

dan mengawasi penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan 

                                                
 57Ibid. 

58Rizki, KaryawaN SPBU LOKPAIKAT, Wawancara Langsung, Tapin, 16 November 
2022. 
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pengendara sepeda. Menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas dengan 

melakukan pengaturan arus lalu lintas dan mengambil tindakan penegakan hukum 

terhadap pelanggar lalu lintas. Menyediakan pelayanan dan bantuan kepada 

masyarakat dalam hal pengaturan lalu lintas, seperti memberikan informasi 

tentang rute terbaik atau memberikan bantuan pada saat terjadi kecelakaan atau 

gangguan di jalan. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kendaraan 

bermotor untuk memastikan kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan 

administratif yang telah ditetapkan. 

Selain peran tersebut, kepolisian unit lalu lintas juga harus bekerja sama 

dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan 

organisasi masyarakat, untuk mencapai tujuan yang sama dalam pengaturan lalu 

lintas yang baik dan benar. 

Dalam melaksanakan perannya, kepolisian unit lalu lintas harus 

memahami sepenuhnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan-

peraturan turunannya serta melakukan tindakan penegakan hukum terhadap 

pelanggar lalu lintas dengan adil dan proporsional. Dengan demikian, diharapkan 

pengaturan lalu lintas dapat berjalan dengan baik dan aman bagi seluruh pengguna 

jalan. 
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4. Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas 
Kabupaten Tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif 
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan 

 

Berikut ikendala iyang imempengaruhi iperan ikepolisian iunit ilalu ilintas 

iKabupaten iTapin; i 

a. Keterbatasan ijumlah ipersonel ipolisi ilalu ilintas iuntuk imelakukan 

ipengaturan ilalu ilintas idi iwilayah iyang iluas. i 

Keterbatasan ijumlah ipersonel ipolisi ilalu ilintas idapat imenjadi ikendala 

idalam ipengaturan ilalu ilintas idi iwilayah iyang iluas. iHal iini idapat iberdampak ipada 

ikurangnya ikehadiran ipetugas ipolisi idi ibeberapa ititik ijalan iyang imembutuhkan 

ipengaturan ilalu ilintas. i 

“hal iyang isangat ilumrah iterjadi iterutama idi itingkat ikabupaten iyag ibiasanya 

ipersonel iyang iada imelakukan ipengamanan idi isuatu iwilayah iyang iada ikasus 

ilalu iyang iberjaga idi ikantor. iHal iini iterjadi ikarena iada ibeberapa ihal 

iKurangnya iminat idari icalon-calon ianggota ipolisi iuntuk ibergabung idi iunit 

ilalu ilintas ikarena itugasnya iyang ilebih isulit idan ikompleks idibandingkan 

idengan iunit ipolisi ilainnya. iTingginya itingkat iturnover irate iatau ipergantian 

ipersonel idi iunit ilalu ilintas ikarena ikondisi ikerja iyang icukup iberat idan irisiko 

iyang itinggi iterhadap ikeselamatan ipersonel.Adanya ikebijakan irotasi ipersonel 

iyang idilakukan isecara iperiodik ioleh ikepolisian, isehingga imengurangi 

ijumlah ipersonel iyang ikhusus iditempatkan idi iunit ilalu ilintas”59 
 i 

Akibatnya, itingkat ikepadatan ilalu ilintas idi ititik-titik itersebut idapat 

imeningkat idan imenyebabkan ikemacetan ilalu ilintas iyang iberdampak ipada iwaktu 

itempuh iperjalanan iyang ilebih ilama idan iefisiensi itransportasi iyang imenurun. 

b. Keterbatasan isarana idan iprasarana ipendukung iseperti iperalatan 

ipengaturan ilalu ilintas idan itransportasi ipatroli. i 

                                                
 59IPDA M.S Ariza, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas,  Wawancara Langsung, 
Tapin, 17November 2022. 
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Keterbatasan isarana idan iprasarana ipendukung iseperti iperalatan ipengaturan 

ilalu ilintas idan itransportasi ipatroli idapat imenjadi ikendala idalam ipengaturan ilalu 

ilintas. iPeralatan ipengaturan ilalu ilintas iyang itidak imemadai, irusak iatau itidak 

iberfungsi idengan ibaik idapat imenghambat iefektivitas ipetugas idalam imengatur ilalu 

ilintas. i 

“Ya, iada ibeberapa ikendala iyang isering ikami ihadapi. iYang ipertama iadalah 

iminimnya isarana idan iprasarana iyang idibutuhkan iuntuk imenjalankan itugas. 

iSeperti imisalnya ikendaraan ipatroli iyang ikurang imemadai, ialat ikomunikasi 

iyang itidak iselalu iberfungsi idengan ibaik, idan ilampu itraffic ilight iyang ikurang 

imemadai idi ibeberapa ipersimpangan”.60 

Selain iitu, iketerbatasan isarana idan iprasarana iseperti ikendaraan ipatroli iyang 

ikurang imemadai iatau itidak imemenuhi istandar ikeamanan idapat imengganggu 

ioperasional ikepolisian idalam imenjalankan itugasnya. 

c. Kurang idukungan idari imasyarakat idalam imematuhi iaturan ilalu ilintas. 

Kurangnya idukungan idari imasyarakat idalam imematuhi iaturan ilalu ilintas 

idapat imenjadi ikendala idalam ipengaturan ilalu ilintas. iMeskipun isudah iada iaturan 

iyang ijelas idan ipetugas ilalu ilintas iyang ibertugas iuntuk imengatur ilalu ilintas, inamun 

iapabila imasyarakat itidak imematuhi iaturan itersebut, imaka ipengaturan ilalu ilintas 

itidak iakan iberjalan idengan iefektif. 

d. Belum ioptimalnya ikoordinasi iantara ipihak ikepolisian idan iinstansi iterkait 

ilainnya idalam ipengaturan ilalu ilintas iseperti idishub idan idinas 

iperhubungan. 

Koordinasi iyang ibelum ioptimal iantara ipihak ikepolisian idan iinstansi iterkait 

ilainnya iseperti idinas iperhubungan idan idishub idapat imenjadi ikendala idalam 

                                                
 60Ibid. 
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ipengaturan ilalu ilintas. iHal iini idapat imenyebabkan itumpang itindih itugas idan 

itanggung ijawab, iserta ikurangnya isinergi idalam imengatasi imasalah ilalu ilintas. 

e. Perbedaan ikebijakan iantar iinstansi iyangterlibat idalam ipengaturan ijalan 

ilalu ilintas. i 

 Perbedaan ikebijakan iantar iinstansi iyang iterlibat idalam ipengaturan ijalan 

ilalu ilintas idapat imenjadi ikendala idalam iupaya imeningkatkan ikeselamatan idan 

ikenyamanan iberlalu ilintas. iHal iini idapat iterjadi iketika iterdapat iperbedaan iprioritas 

idan itujuan iantar iinstansi, isehingga iupaya ipengaturan ilalu ilintas iyang idilakukan 

idapat imenjadi itidak iefektif idan itidak iterkoordinasi. 

 

B. Analisis  

1. Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas Kepolisan Kabupaten Tapin 
Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif Undang-Undang RI 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

 Polisi ilalu ilintas i(Polantas) iadalah ibagian idari ikepolisian iyang idiberi itugas 

ikhusus idi ibidang ilalu ilintas idan ikarenanya imerupakan ipengkhususan i(spesialis) 

idari itugas ipolisi ipada iumumnya. iPengertian iini imenjelaskan ibahwa iseorang ipolisi 

ilalu ilintas idiharapkan imemiliki ikecakapan iteknis ikhusus isebagai ibekal iuntuk 

imenunaikan itugasnya idi ilapangan. iKecakapan iteknis itersebut idapat idiperoleh 

imelalui ipendidikan ikejuruan ilalu ilintas iyang idisesuaikan idengan ipenggolongan 

iyang isudah imenjadi iketentuan imutlak. I 

Untuk menanggapi persoalan supir yang parkir di bahu jalan ini yang akan 

berkaitan dengan peran kepolisian lalu lintas peneliti menggunakan pisau analisis 

teori utilitarianisme. Dalam konteks pemerintahan, teori utilitarianisme dapat 
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digunakan sebagai landasan etis dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah. 

Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang memaksimalkan 

kesejahteraan masyarakat dan meminimalkan penderitaan dan kesengsaraan 

sebanyak mungkin. Hal ini bisa diterapkan pada berbagai bidang, termasuk dalam 

pengaturan lalu lintas, di mana kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat 

memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, serta mengurangi 

kemacetan dan polusi udara. Dalam penelitian ini landasan hukum yang 

digunakan oleh peneliti adalah Undang-Undang iyang imengatur iarea iparkir 

iangkutan ijalan idi iIndonesia iadalah iUndang-Undang iNo. i22 iTahun i2009 itentang 

iLalu iLintas idan iAngkutan iJalan. iDalam iUU iini, idiatur ibahwa ikendaraan iharus 

idiparkir idi itempat iparkir iyang isudah iditentukan idan itidak idiperbolehkan imemarkir 

ikendaraan idi ibahu ijalan, itrotoar, iatau itempat-tempat iyang imengganggu ikelancaran 

ilalu ilintas. 

Peneliti melihat pelayanan terhadap pihak masyarakat kurang berjalan 

denngan baik yang menurut saya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang diatur 

oleh Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Bagi Peneliti hal ini sangat 

disayangkan karena kota “Tapin“ atau Kabubaten Tapin bukanlah kota yang 

sangat besar, hanya kota kecil merupakan perlintasan jalur antar propinsi, tetapi 

pihak kepolisian unit Lalu Lintas kurang memperhatikannya dalam membangun 

transportasi jalan secara efektif dan nyaman bagi masyarakatnya. 

 Sebagaimana telah diketahui bahwasanya setiap pengendara baik angkutan 

apapun yang melewati transportasi jalan umum semua telah diatur dalam Undang-

Undang oleh sebab itu dituntut untuk secara konsekuen dalam melaksanakan 
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aturan yang diamanatkan didalam Undang-Undang dengan sebaik baiknya dengan 

tujuan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.61 Dan sebagai 

upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara dan penduduk 

serta terwujudnya tanggung jawab Negara dan korporasi dalam penyelenggaraan 

pelayan publik diperlukan aturan hukum yang secara jelas.62  

Adanya hukum maka ada aturan yang dibuat. Karena hukum sebagai 

social control dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut 

dengan social engineering.63 Jadi mau tidak mau masyarakat ataupun penegak 

hukum wajib mentaatinya.Begitu juga dengan dalam pengaturan lalu lintas, 

sebagai penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas tentu sudah mengetahui apa 

yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan tugasnya serta memberikan 

pelayanan yang baik, kenyamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi 

masyarakatnya. 

 Setiap hari banyak masyarakat yang sembarang parkir di bahu jalan dan 

terlebih lagi dengan Truk-truk besar yang menurunkan barang ringan maupun 

berat seperti; besi dan hal hal yang lain yang berhubungan dengan alat berat 

lainnya. Kemudian becak -becak yang hampir setiap hari parkir dibahu jalan 

sering menghambat perjalanan dalam berlalu lintas akibatnya menciptakan jalan 

yang sempit, dan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian banyak juga di 

masyarakat Kabupaten Tapin sembarangan dalam berlalu lintas mereka sering 

                                                
 61C.S.T Kansil, Disiplin Berlalu lintas diJalan Raya , (Bandung, : PT Remaja 
Rosdakarya Tahun 2013 ),45 
 62Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 ,Tentang Pelayanan Publik, ( Jakarta : 
Grafindo Tahun 2005 ),1 
 63Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum , ( jakarta, Sinar Grafika Tahun 2014 ),24 
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menggunakan jalan lawan arah yang kemudian menyebabkan pengaturan lalu 

lintas berjalan dengan tidak baik. Kabupaten Tapin merupakan jalan  perlintasan 

antara Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur. Tentu banyak sekali kendaraan 

besar masuk dalam jalan lintas tersebut. 

  Resiko yang harus di hadapi dalam berkendara di Kabupaten Tapin  

tersebut. Sebagai masyarakat harus berhati – hati dalam berlalu lintas atau dalam 

menggunakan jalan. Namun apa harus masyarakat saja yang harus memperhatikan 

jalan dalam menggunakannya dan apa masyarakat mampu menertibkan dirinya 

sementara masyarakat sendiri sama- sama kita tahu tidak bisa dipercaya dan harus 

diperhatikan, dan harus ditertibkan, dan harus diberi pelayanan trutama dibina 

terhadap masyarakat berikut adalah pedoman wawancara saya nanti dengan Bapak 

Ketua Polantas Kabupaten Tapin. 

Dalam konteks persoalan lalu lintas, keilmuan Hukum Tatanegaradapat 

digunakan sebagai landasan hukum untuk menjalankan fungsi pengaturan lalu 

lintas oleh lembaga pemerintah, terutama oleh kepolisian sebagai instansi yang 

bertanggung jawab untuk mengatur dan menegakkan hukum dalam bidang lalu 

lintas.64 Di Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola 

lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur 

mengenai hak dan kewajiban para pengguna jalan, serta kewenangan pemerintah 

dalam pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum. 

                                                
64Charlie Jeffery,, and Murray Stewart. "Illegally Parked: A Review of the Impact and 

Enforcement of On-Street Parking Restrictions." Police Practice and Research 16.1, 2015, 467 
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Selain itu, dalam konstitusi Indonesia, Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 juga 

menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga 

pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang 

memungkinkan masyarakat untuk hidup secara sejahtera, termasuk dalam hal 

kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. 

Dengan menggunakan ilmu Hukum Tatanegara, pemerintah dapat 

mengambil tindakan dan kebijakan yang sesuai dengan landasan hukum untuk 

menyelesaikan persoalan lalu lintas, seperti penegakan hukum bagi pelanggar lalu 

lintas, pembuatan regulasi yang dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, 

dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Selain itu, pemerintah juga dapat 

berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, dinas perhubungan, 

masyarakat, dan pihak swasta untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi 

persoalan lalu lintas. Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Hukum Tatanegara di 

Indonesia sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di jalan raya. 

Kepolisian Lalu Lintas memiliki tugas utama untuk mengatur, mengawasi, dan 

mengendalikan arus lalu lintas di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan 

lalu lintas, kemacetan, dan pelanggaran lalu lintas. 

Sebagai institusi pemerintah, Kepolisian Lalu Lintas juga memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan hukum tata negara, termasuk 

dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tugas ini terkait dengan pemenuhan 

hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban umum. 
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Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Lalu Lintas harus berdasarkan 

pada hukum tata negara, termasuk Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan 

lainnya yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian Lalu Lintas 

harus mengedepankan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan penegakan hukum 

yang berkeadilan untuk semua pihak. 

Selain itu, Kepolisian Lalu Lintas juga harus memperhatikan hak-hak 

pengguna jalan, seperti hak untuk mendapat perlindungan dan keselamatan, serta 

hak untuk mendapat informasi dan pengawasan terkait dengan kebijakan dan 

tindakan Kepolisian Lalu Lintas. Hal ini berkaitan dengan aspek transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. 

Secara keseluruhan, peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Hukum 

Tatanegaradi Indonesia sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di 

jalan raya, serta menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip 

hukum Tatanegarayang berkeadilan. 

Selain iitu, iUU iLalu iLintas idan iAngkutan iJalan ijuga imengatur itentang 

itindakan iyang idapat idilakukan iapabila iterjadi ipelanggaran iparkir, itermasuk 

itindakan iadministratif iseperti ipemberian isurat iperingatan, ipenilangan, 

ipenghapusan itanda inomor ikendaraan, idan ipenahanan ikendaraan. iSelain iUU iLalu 

iLintas idan iAngkutan iJalan, iterdapat ijuga iperaturan ipemerintah, iperaturan idaerah, 

idan iperaturan ilain iyang imengatur itentang iparkir iangkutan ijalan. iMisalnya, 
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iPeraturan iPemerintah iNomor i60 iTahun i2016 itentang iPengendalian iParkir ipada 

iJalan, idan iPeraturan iDaerah itentang iRencana iTata iRuang iWilayah i(RTRW) iatau 

iPeraturan iDaerah itentang iRencana iDetail iTata iRuang i(RDTR) iyang imenetapkan 

ilokasi iparkir iangkutan ijalan. 

Pembahasan imengenai isupir iangkutan ijalan iyang iparkir idi ibahu ijalan 

iSPBU idapat idijabarkan idari idua iperspektif, iyaitu: 

1. Perspektif ihukum ilalu ilintas: iMenurut iUndang-Undang iLalu iLintas idan 

iAngkutan iJalan, iparkir idi ibahu ijalan iSPBU iadalah ipelanggaran ilalu ilintas 

iyang idapat idikenakan isanksi iberupa idenda iatau itindakan iadministratif 

ilainnya. iBahu ijalan iSPBU, isama iseperti ibahu ijalan iumumnya, imerupakan 

ibagian idari ijalan iraya iyang idiperuntukkan ibagi ikendaraan iyang isedang 

imelaju. iOleh ikarena iitu, iparkir idi ibahu ijalan iSPBU idapat imengganggu 

ikelancaran ilalu ilintas idan imembahayakan ikeselamatan ipengguna ijalan. 

2. Perspektif ietika idan ikesopanan: iSelain idari isegi ihukum ilalu ilintas, iparkir idi 

ibahu ijalan iSPBU ijuga idapat idianggap itidak isopan idan ikurang ietis. iSPBU 

ibiasanya imerupakan itempat ibisnis iyang isibuk idan ipadat, idengan ibanyak 

ikendaraan idan ipengendara iyang imemerlukan iakses icepat idan ilancar ike 

ipompa ibahan ibakar iatau ifasilitas ilainnya. iOleh ikarena iitu, iparkir idi ibahu 

ijalan iSPBU idapat imengganggu iaktivitas idan ioperasi iSPBU, iserta 

imenghambat iakses idan ikenyamanan ipengguna iSPBU ilainnya. 

Dengan idemikian, ibaik idari isegi ihukum imaupun ietika, isebaiknya isupir 

iangkutan ijalan itidak imemarkir ikendaraannya idi ibahu ijalan iSPBU. iSebagai 
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igantinya, imereka isebaiknya imencari itempat iparkir iyang iaman idan inyaman, iatau 

imengatur ijadwal ioperasional imereka isehingga idapat imenghindari iparkir idi ilokasi 

iyang itidak itepat. 

 i iPeran iPolisi iLalu ilintas iadalah iuntuk imenjaga ikeamanan idan ikelancaran 

ilalu ilintas idi ijalan iraya. iBerikut iadalah ibeberapa itugas iutama idan iperan iyang 

idilakukan ioleh iPolisi iLalu iLintas: 

1. Mengatur ilalu ilintas: iPolisi iLalu iLintas ibertugas imengatur idan imengarahkan 

ilalu ilintas iagar idapat iberjalan ilancar idan iaman. iMereka idapat imenggunakan 

ialat ibantu iseperti irambu-rambu, imarka ijalan, iserta ilampu ilalu ilintas. iDalam 

ipenertiban isupir iyang iparkir idi ibahu ijalan ipihak ikepolisian ilalu ilintas 

ikabuapten itapin imelakukan ipatroli ijalan iraya, ipatroli iini ibertujuan iuntuk i; i 

a.  i iMenyelenggarakan ikegiatan ipengaturan, ipenjagaan ipengawalan i dan 

ipatroli idi isepanjang ijalan iraya ilingkungannya. i 

b. Melaksanakan ipenindakan ipelanggaran iLalu iLintas idan ipenanganan 

ipertama iTKP ikecelakaan iLalu iLintas idi isepanjang ijalan iyang imenjadi 

itanggung ijawabnya. 

c. Mengirimkan iberkas iperkara ipelanggaran iLalu iLintas ike ipengadilan idan 

iberkas ipenanganan ipertama ikecelakaan iLalu iLintas idan ikriminalitas 

ikesatuan ikewilayahan isesuai idengan itempat ikejadian iperkara. 

 

2. Mengendalikan ikecepatan. i 

Mengendalikan ikecepatan imerupakan isalah isatu itugas iutama ipolisi ilalu 

ilintas idalam imengatur ilalu ilintas. iKecepatan ikendaraan iyang iberlebihan idapat 
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imenimbulkan irisiko ikecelakaan ilalu ilintas iyang ilebih itinggi. iOleh ikarena iitu, 

ipolisi ilalu ilintas iharus imelakukan ibeberapa ilangkah iuntuk imengendalikan 

ikecepatan ikendaraan idi ijalan iraya, iantara ilain: 

a. Memasang irambu-rambu idan imarka ijalan. 

Polisi ilalu ilintas iharus imemasang irambu-rambu idan imarka ijalan iyang itepat 

idan imudah idipahami ioleh ipengendara. iHal iini ibertujuan iuntuk imemberikan 

iinformasi itentang ibatas ikecepatan iyang idiperbolehkan idi isuatu iwilayah ijalan. 

b. Menggunakan ialat ipengukur ikecepatan ikendaraan. 

Polisi ilalu ilintas idapat imenggunakan ialat ipengukur ikecepatan ikendaraan 

iseperti ispeed igun iatau ilidar igun iuntuk imengukur ikecepatan ikendaraan. iDengan 

imenggunakan ialat iini, ipolisi ilalu ilintas idapat imengetahui iapakah iada ipengendara 

iyang imelanggar ibatas ikecepatan iyang idiperbolehkan. 

c. Melakukan ipatroli irutin idi ijalan iraya. 

Polisi ilalu ilintas ijuga iharus imelakukan ipatroli irutin idi ijalan iraya iuntuk 

imemastikan ibahwa isemua ipengendara imematuhi ibatas ikecepatan iyang 

idiperbolehkan. iSelama ipatroli, ipolisi ilalu ilintas idapat imemberikan iteguran iatau 

isanksi ikepada ipengendara iyang imelanggar iaturan ikecepatan. 

d. Menyediakan ihambatan ibuatan idi ijalan iraya. 

Polisi ilalu ilintas idapat imenyediakan ihambatan ibuatan iseperti ipolisi itidur 

iatau itraffic icalming idi ijalan iraya iuntuk imemaksa ipengendara imengurangi 

ikecepatan ikendaraannya. iHal iini iakan imemaksa ipengendara iuntuk ilebih iberhati-

hati isaat iberkendara idan imengurangi irisiko ikecelakaan ilalu ilintas. 

e. Memberikan iedukasi ikepada imasyarakat. 
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Polisi ilalu ilintas ijuga idapat imemberikan iedukasi ikepada imasyarakat 

itentang ipentingnya imengendalikan ikecepatan ikendaraan. iHal iini idapat idilakukan 

imelalui ikampanye ikeselamatan iberkendara, ibrosur iatau isosialisasi idi imedia isosial. 

Mengendalikan ikecepatan ikendaraan imerupakan itugas iyang isangat ipenting 

ibagi ipolisi ilalu ilintas idalam imengatur ilalu ilintas. iMelalui iupaya-upaya iyang 

idilakukan idi iatas, idiharapkan idapat imeningkatkan ikesadaran imasyarakat iuntuk 

imematuhi ibatas ikecepatan iyang idiperbolehkan idan imengurangi irisiko ikecelakaan 

ilalu ilintas iyang idisebabkan ioleh ikecepatan ikendaraan iyang iberlebihan. 

 

3. Memberikan iarahan idan iedukasi. i 

 iSelain imelakukan itindakan ipenegakan ihukum, iPolisi iLalu iLintas ijuga 

imemberikan iarahan idan iedukasi ikepada ipengendara imengenai iaturan idan 

ikeselamatan iberkendara, iseperti ipenggunaan ihelm, isabuk ipengaman, idan ilain 

isebagainya. iPolisi iLalu iLintas imemiliki iperan ipenting idalam imemberikan iarahan 

idan iedukasi ikepada ipengendara imengenai iaturan idan ikeselamatan iberkendara. 

iBerikut iini iadalah ibeberapa ihal iyang idapat imenjadi ifokus idalam imemberikan 

iarahan idan iedukasi ikepada ipengendara: 

a. Aturan iLalu iLintas: iMemberikan ipenjelasan imengenai iaturan ilalu ilintas 

iseperti irambu-rambu ilalu ilintas, imarka ijalan, ilampu ilalu ilintas idan ihal-hal 

ilain iyang iberhubungan idengan ipenggunaan ijalan iraya. 

b. Keselamatan iBerkendara: iMemberikan ipenjelasan imengenai ikeselamatan 

iberkendara, itermasuk ipentingnya ipenggunaan ihelm, isabuk ipengaman, ikaca 

ispion idan ilain isebagainya. iPolisi ijuga idapat imemberikan icontoh ikasus iatau 
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ikejadian iyang ipernah iterjadi idi ijalan iraya isehingga ipengendara ilebih 

imudah imemahami imengapa ikeselamatan iberkendara isangat ipenting. 

c. Penyebab iKecelakaan iLalu iLintas: iMemberikan iinformasi imengenai 

ipenyebab ikecelakaan ilalu ilintas iseperti imengemudi idalam ikeadaan imabuk, 

imengemudi idengan ikecepatan iyang itidak isesuai, iatau itidak imematuhi 

iaturan ilalu ilintas. iHal iini idapat imembantu ipengendara iuntuk imenghindari 

ikesalahan-kesalahan iyang isering iterjadi idi ijalan iraya. 

d. Pentingnya iDisiplin iBerlalu iLintas: iMenekankan ipentingnya idisiplin idalam 

iberlalu ilintas, ibaik idalam ihal imengikuti iaturan ilalu ilintas imaupun idalam 

ihal imengendalikan iemosi idan isikap idalam iberkendara. iPolisi idapat 

imemberikan itips idan istrategi iuntuk imenghindari ikesalahan idan 

imeminimalkan irisiko ikecelakaan ilalu ilintas. 

Dalam imemberikan iarahan idan iedukasi, iPolisi iLalu iLintas idapat 

imenggunakan iberbagai imetode iseperti ipenyuluhan, iceramah, ipemberian ibrosur, 

idan ilain-lain. iDengan iadanya iarahan idan iedukasi iyang ibaik, idiharapkan ipara 

ipengendara idapat ilebih imemahami ipentingnya ikeselamatan iberkendara idan idapat 

iberperan iaktif idalam imenciptakan ijalan iraya iyang iaman idan inyaman iuntuk isemua 

ipengguna ijalan. 

4. Mengidentifikasi idan imengatasi imasalah ilalu ilintas. 

Polisi iLalu iLintas imemiliki itanggung ijawab iuntuk imengidentifikasi idan 

imengatasi imasalah ilalu ilintas iguna imeningkatkan ikeselamatan idan ikelancaran ilalu 

ilintas idi ijalan iraya. iBerikut iini iadalah ibeberapa ihal iyang idapat idilakukan ioleh 

iPolisi iLalu iLintas idalam imengidentifikasi idan imengatasi imasalah ilalu ilintas: 
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a. Memantau iKondisi iLalu iLintas: iPolisi idapat imemantau ikondisi ilalu ilintas 

isecara iberkala imenggunakan iberbagai ialat iseperti ikamera ipemantau idan 

ialat ipendeteksi ikecepatan. iDengan imemantau ikondisi ilalu ilintas, ipolisi 

idapat imengidentifikasi iarea-area iyang irentan iterjadi ikecelakaan iatau 

ikemacetan. 

b. Mengatur iArus iLalu iLintas: iPolisi idapat imengatur iarus ilalu ilintas idi ijalan 

iraya, imisalnya idengan imengatur iwaktu ilampu ilalu ilintas, imengalihkan iarus 

ilalu ilintas, iatau imemberikan ipengawalan ikendaraan itertentu. 

c. Menertibkan iPengguna iJalan: iPolisi idapat imenertibkan ipengguna ijalan 

iyang imelanggar iaturan ilalu ilintas, imisalnya idengan imemberikan itilang 

iatau isanksi ilainnya. iDengan imenertibkan ipengguna ijalan iyang imelanggar 

iaturan ilalu ilintas, idiharapkan idapat imeningkatkan ikesadaran idan 

ikepatuhan ipengguna ijalan iterhadap iaturan ilalu ilintas. 

d. Meningkatkan iInfrastruktur iJalan: iPolisi idapat imemberikan imasukan 

ikepada ipihak-pihak iterkait iuntuk imeningkatkan iinfrastruktur ijalan, 

imisalnya idengan imemperbaiki ikondisi ijalan, imemasang irambu-rambu ilalu 

ilintas, iatau imemperbaiki ijembatan. 

e. Menangani iKecelakaan iLalu iLintas: iPolisi idapat imenangani ikecelakaan 

ilalu ilintas idan imemindahkan ikendaraan iyang imogok ike itempat iyang iaman. 

iHal iini idapat imeminimalkan ikemacetan idan imempercepat ikelancaran ilalu 

ilintas. 
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Dalam imengidentifikasi idan imengatasi imasalah ilalu ilintas, iPolisi iLalu 

iLintas idapat ibekerja isama idengan iberbagai ipihak iseperti ipemerintah idaerah, idinas 

iperhubungan, idan imasyarakat. iDengan ikerja isama iyang ibaik, idiharapkan idapat 

imenciptakan ijalan iraya iyang iaman, inyaman, idan ilancar iuntuk isemua ipengguna 

ijalan. 

 

5. Menangani ikecelakaan ilalu ilintas. i 

Kecelakaan ilalu ilintas imerupakan imasalah iyang isering iterjadi idi ijalan iraya 

idan idapat imenimbulkan ikerugian ibaik imateriil imaupun inon-materiil, iseperti 

icedera iatau ibahkan ikorban ijiwa. iOleh ikarena iitu, imenangani ikecelakaan ilalu ilintas 

imenjadi itugas iyang isangat ipenting idan imenjadi itanggung ijawab idari iberbagai 

ipihak, itermasuk ipolisi ilalu ilintas. iAdapun ibeberap iahal iyang idilakukan ioleh ipihak 

ipolantas idalam imenghadapi ikejadian ikecelakaan i: i 

a. Melakukan ievakuasi ikorban idan ikendaraan iyang iterlibat idalam 

ikecelakaan. 

Setelah imendapat ilaporan iatau imelihat ikecelakaan ilalu ilintas, ipolisi ilalu 

ilintas iakan isegera imengevakuasi ikorban idan ikendaraan iyang iterlibat. iTindakan iini 

ibertujuan iuntuk imemberikan ipertolongan ipertama ikepada ikorban idan imencegah 

iterjadinya ikemacetan iyang idapat imengganggu ikelancaran ilalu ilintas. 

b. Membuat ilaporan ikecelakaan ilalu ilintas. 
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Polisi ilalu ilintas ijuga imembuat ilaporan itentang ikecelakaan ilalu ilintas iyang 

iterjadi, iyang iakan idigunakan isebagai ibahan iuntuk iinvestigasi ilebih ilanjut. iLaporan 

itersebut iakan imencakup idata-data iseperti iwaktu idan itempat ikecelakaan, ikendaraan 

iyang iterlibat, ijumlah ikorban, idan ipenyebab ikecelakaan. 

c. Melakukan ipenanganan ilalu ilintas idi isekitar ilokasi ikecelakaan. 

Polisi ilalu ilintas iakan imenempatkan ipersonel idi isekitar ilokasi ikecelakaan 

iuntuk imengatur ilalu ilintas idan imencegah iterjadinya ikemacetan iyang idapat 

imemperparah isituasi. iSelain iitu, ipolisi ilalu ilintas ijuga iakan imemberikan iinformasi 

itentang irute ialternatif ikepada ipengguna ijalan iyang iterkena idampak ikemacetan. 

d. Menyelidiki ipenyebab ikecelakaan. 

Setelah ikecelakaan iterjadi, ipolisi ilalu ilintas iakan imelakukan ipenyelidikan 

iuntuk imencari itahu ipenyebab ikecelakaan. iHal iini idilakukan iuntuk imenentukan 

isiapa iyang ibertanggung ijawab iatas ikecelakaan itersebut idan iuntuk imengambil 

itindakan ipreventif iagar ikecelakaan iserupa itidak iterjadi idi imasa iyang iakan idatang. 

e. Menerapkan isanksi ikepada ipelanggar iaturan ilalu ilintas. 

Apabila ikecelakaan iterjadi ikarena iadanya ipelanggaran iaturan ilalu ilintas, 

ipolisi ilalu ilintas iakan imenerapkan isanksi ikepada ipelanggar, iseperti itilang iatau 

ibahkan ipenahanan ikendaraan. iHal iini ibertujuan iuntuk imemberikan iefek ijera 

ikepada ipelanggar idan imencegah iterjadinya ipelanggaran iserupa idi imasa iyang iakan 

idatang. 
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Dalam imenangani ikecelakaan ilalu ilintas, ipolisi ilalu ilintas ibekerja isama 

idengan iberbagai ipihak, iseperti ipetugas imedis, ipetugas ipemadam ikebakaran, idan 

ipenyelenggara ijalan. iKerja isama iyang ibaik iantara isemua ipihak itersebut isangat 

ipenting iuntuk imeminimalkan ikerugian iakibat ikecelakaan ilalu ilintas. 

 

2. Kendala yang mempengaruhi Peran Kepolisian Unit Lalu Lintas 
Kabupaten tapin Terhadap Pengaturan Lalu Lintas Perspektif 
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan 

 

Kendala i iidalam i iisuatu i iikegiatan i iidapat i iibermacam-macam i iitergantung i 

iipada i iijenis i iikegiatan i iiyang i iidilakukan. i iiBeberapa i iicontoh i iiumum i iidihadapi i 

iidalam i iikegiatan i iimeliputi i iiketerbatasan i iiwaktu, i iisumber i iidaya i iiyang i iiterbatas, i 

iikurangnya i iidukungan i iiatau i iipartisipasi i iidari i iiorang i iilain i iidan i iilain i iisebagainya. i 

iiDalam i iimenghadapi i iikendala, i iipenting i iiuntuk i iimempertimbangkan i iisolusi i iiyang i 

iimungkin i iidan i iimelakukan i iiperencanaan i iiyang i iibaik i iiuntuk i iimengurangi i iiresiko i 

iiterjadinya i iikendala i iitersebut. i iiKendala i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iisering i 

iimuncul i iikarena i iiadanya i iikompleksitas i iidalam i iisistem i iitransportasi i iidan i iiperilaku i 

iipengguna i iijalan i iiyang i iiberbeda-beda. i iiBerikut i iikendala i iiyang i iimempengaruhi i 

iiperan i iikepolisian i iiunit i iilalu i iilintas i iiKabupaten i iiTapin; i ii 

a. Keterbatasan i iijumlah i iipersonel i iipolisi i iilalu i iilintas i iiuntuk i iimelakukan i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iidi i iiwilayah i iiyang i iiluas. i ii 

Keterbatasan i iijumlah i iipersonel i iipolisi i iilalu i iilintas i iidapat i iimenjadi i 

iikendala i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iidi i iiwilayah i iiyang i iiluas. i iiHal i iiini i iidapat i 

iiberdampak i iipada i iikurangnya i iikehadiran i iipetugas i iipolisi i iidi i iibeberapa i iititik i iijalan 

i iiyang i iimembutuhkan i iipengaturan i iilalu i iilintas. i iiAkibatnya, i iitingkat i iikepadatan i 
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iilalu i iilintas i iidi i iititik-titik i iitersebut i iidapat i iimeningkat i iidan i iimenyebabkan i 

iikemacetan i iilalu i iilintas i iiyang i iiberdampak i iipada i iiwaktu i iitempuh i iiperjalanan i iiyang 

i iilebih i iilama i iidan i iiefisiensi i iitransportasi i iiyang i iimenurun. 

Untuk i iimengatasi i iiketerbatasan i iiini, i iidiperlukan i iipeningkatan i iijumlah i 

iipersonel i iipolisi i iilalu i iilintas, i iiterutama i iidi i iiwilayah i iiyang i iipadat i iilalu i iilintas. i 

iiSelain i iiitu, i iipemanfaatan i iiteknologi i iidan i iisistem i iipengaturan i iilalu i iilintas i iiyang i 

iilebih i iicanggih, i iiseperti i iisistem i iitransportasi i iipintar i ii(smart i iitransportation i 

iisystem) i iiatau i iisistem i iipengaturan i iilalu i iilintas i iiyang i iiotomatis, i iidapat i iimembantu i 

iimengoptimalkan i iipengaturan i iilalu i iilintas i iidengan i iimenggunakan i iijumlah i 

iipersonel i iiyang i iilebih i iisedikit.65 

Terkait i iihal i iiini, i iipenting i iijuga i iiuntuk i iidilakukan i iikoordinasi i iidan i 

iikolaborasi i iiantara i iiinstansi i iiterkait i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas, i iiseperti i 

iiDinas i iiPerhubungan i iidan i iiDishub, i iiuntuk i iimemaksimalkan i iipemanfaatan i 

iisumber i iidaya i iiyang i iiada i iidalam i iiupaya i iimengatasi i iiketerbatasan i iijumlah i 

iipersonel i iipolisi i iilalu i iilintas i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iidi i iiwilayah i iiyang i 

iiluas. 

 

b. Keterbatasan i iisarana i iidan i iiprasarana i iipendukung i iiseperti i iiperalatan i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iidan i iitransportasi i iipatroli. i ii 

Keterbatasan i iisarana i iidan i iiprasarana i iipendukung i iiseperti i iiperalatan i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iidan i iitransportasi i iipatroli i iidapat i iimenjadi i iikendala i iidalam 

                                                
65Steven E.  Martin, "Traffic Policing and Enforcement." The Handbook of Police 

Science. Routledge, 2007, 550 
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i iipengaturan i iilalu i iilintas. i iiPeralatan i iipengaturan i iilalu i iilintas i iiyang i iitidak i 

iimemadai, i iirusak i iiatau i iitidak i iiberfungsi i iidengan i iibaik i iidapat i iimenghambat i 

iiefektivitas i iipetugas i iidalam i iimengatur i iilalu i iilintas. i iiSelain i iiitu, i iiketerbatasan i 

iisarana i iidan i iiprasarana i iiseperti i iikendaraan i iipatroli i iiyang i iikurang i iimemadai i iiatau i 

iitidak i iimemenuhi i iistandar i iikeamanan i iidapat i iimengganggu i iioperasional i 

iikepolisian i iidalam i iimenjalankan i iitugasnya. 

Untuk i iimengatasi i iiketerbatasan i iiini, i iidiperlukan i iiupaya i iiperbaikan i iidan i 

iiperawatan i iiperalatan i iipengaturan i iilalu i iilintas i iiyang i iisudah i iiada i iiserta i iiinvestasi i 

iipada i iiperalatan i iibaru i iiyang i iilebih i iicanggih i iidan i iiefektif. i iiSelain i iiitu, i iidiperlukan i 

iijuga i iipengadaan i iidan i iipeningkatan i iisarana i iidan i iiprasarana, i iiseperti i iikendaraan i 

iipatroli i iiyang i iimemadai, i iiguna i iimendukung i iioperasional i iipetugas i iilalu i iilintas i 

iidalam i iimenjalankan i iitugasnya. 

Selain i iipeningkatan i iisarana i iidan i iiprasarana, i iipenggunaan i iiteknologi i iijuga i 

iidapat i iimembantu i iimemaksimalkan i iipengaturan i iilalu i iilintas i iidengan i iilebih i 

iiefektif i iidan i iiefisien. i iiContohnya i iiadalah i iipemanfaatan i iiCCTV i iiatau i iisistem i 

iitransportasi i iipintar i ii(smart i iitransportation i iisystem) i iiyang i iidapat i iimembantu i 

iimemantau i iikepadatan i iilalu i iilintas i iiserta i iimengoptimalkan i iipengaturan i iilalu i 

iilintas i iisecara i iiotomatis. Terkait i iihal i iiini, i iipenting i iijuga i iidilakukan i iikerja i iisama i 

iidengan i iipihak i iiswasta i iiatau i iiinstansi i iiterkait i iilainnya i iidalam i iipengadaan i iidan i 

iipemanfaatan i iisarana i iidan i iiprasarana i iipendukung i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i 

iiguna i iimeningkatkan i iiefektivitas i iidan i iiefisiensi i iipengaturan i iilalu i iilintas. 
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c. Kurang i iidukungan i iidari i iimasyarakat i iidalam i iimematuhi i iiaturan i iilalu i 

iilintas. 
 

Kurangnya i iidukungan i iidari i iimasyarakat i iidalam i iimematuhi i iiaturan i iilalu i 

iilintas i iidapat i iimenjadi i iikendala i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas. i iiMeskipun i iisudah 

i iiada i iiaturan i iiyang i iijelas i iidan i iipetugas i iilalu i iilintas i iiyang i iibertugas i iiuntuk i 

iimengatur i iilalu i iilintas, i iinamun i iiapabila i iimasyarakat i iitidak i iimematuhi i iiaturan i 

iitersebut, i iimaka i iipengaturan i iilalu i iilintas i iitidak i iiakan i iiberjalan i iidengan i iiefektif. 

Untuk i iimengatasi i iiketerbatasan i iiini, i iidiperlukan i iiupaya i iidalam i 

iimeningkatkan i iikesadaran i iimasyarakat i iitentang i iipentingnya i iimematuhi i iiaturan i 

iilalu i iilintas i iidan i iidampak i iiburuk i iiyang i iidiakibatkannya i iiapabila i iiaturan i iitersebut i 

iitidak i iidipatuhi. i iiUpaya i iiini i iidapat i iidilakukan i iimelalui i iisosialisasi i iidan i iiedukasi i 

iiyang i iitepat, i iiseperti i iikampanye i iikeselamatan i iiberlalu i iilintas, i iipemasangan i 

iirambu-rambu i iiperingatan, i iidan i iipenyuluhan i iilangsung i iikepada i iimasyarakat. 

Selain i iiitu, i iidapat i iijuga i iidilakukan i iipeningkatan i iipengawasan i iidan i 

iipenegakan i iihukum i iiterhadap i iipelanggar i iilalu i iilintas. i iiDalam i iihal i iiini, i iipenting i 

iibagi i iikepolisian i iilalu i iilintas i iiuntuk i iimemberikan i iisanksi i iiyang i iitegas i iidan i 

iikonsisten i iiterhadap i iipelanggar i iilalu i iilintas, i iiagar i iimasyarakat i iidapat i iimerasakan i 

iiefek i iidari i iikebijakan i iipenegakan i iihukum i iitersebut. 

Penting i iijuga i iiuntuk i iimelibatkan i iimasyarakat i iisecara i iiaktif i iidalam i 

iipengaturan i iilalu i iilintas, i iiseperti i iidengan i iimengadakan i iiprogram i iipengawasan i 

iibersama i ii(neighborhood i iiwatch), i iiatau i iimendorong i iimasyarakat i iiuntuk i iiberperan 

i iiaktif i iidalam i iimengatur i iilalu i iilintas i iidi i iisekitar i iilingkungan i iimereka i iisendiri. i 
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iiDengan i iimeningkatkan i iidukungan i iimasyarakat i iidalam i iimematuhi i iiaturan i iilalu i 

iilintas, i iimaka i iipengaturan i iilalu i iilintas i iidapat i iiberjalan i iidengan i iilebih i iiefektif i iidan i 

iiefisien, i iiserta i iimemberikan i iimanfaat i iiyang i iilebih i iibesar i iibagi i iikeselamatan i iidan i 

iikenyamanan i iidalam i iiberlalu i iilintas 

d. Belum i iioptimalnya i iikoordinasi i iiantara i iipihak i iikepolisian i iidan i iiinstansi i 

iiterkait i iilainnya i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iiseperti i iidishub i iidan i 

iidinas i iiperhubungan. 

Koordinasi i iiyang i iibelum i iioptimal i iiantara i iipihak i iikepolisian i iidan i iiinstansi i 

iiterkait i iilainnya i iiseperti i iidinas i iiperhubungan i iidan i iidishub i iidapat i iimenjadi i 

iikendala i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas. i iiHal i iiini i iidapat i iimenyebabkan i iitumpang 

i iitindih i iitugas i iidan i iitanggung i iijawab, i iiserta i iikurangnya i iisinergi i iidalam i iimengatasi 

i iimasalah i iilalu i iilintas. 

Untuk i iimengatasi i iikendala i iiini, i iidiperlukan i iiupaya i iidalam i iimeningkatkan i 

iikoordinasi i iiantara i iipihak i iikepolisian i iidan i iiinstansi i iiterkait i iilainnya. i iiHal i iiini i 

iidapat i iidilakukan i iidengan i iimembentuk i iiforum i iikoordinasi i iilintas i iisektor i iiyang i 

iiterdiri i iidari i iipihak i iikepolisian, i iidinas i iiperhubungan, i iidishub, i iiserta i iiinstansi i 

iiterkait i iilainnya. 

Dalam i iiforum i iiini, i iiperlu i iidibahas i iimasalah-masalah i iiterkait i iipengaturan i 

iilalu i iilintas i iidan i iidisepakati i iistrategi i iibersama i iiuntuk i iimengatasinya. i iiSelain i iiitu, i 

iiperlu i iijuga i iidiadakan i iipertemuan i iisecara i iirutin i iiantara i iipihak i iikepolisian i iidan i 

iiinstansi i iiterkait i iilainnya i iiuntuk i iimemperkuat i iikoordinasi i iidan i iikomunikasi i iiyang i 

iilebih i iibaik. i iiDengan i iioptimalnya i iikoordinasi i iiantara i iipihak i iikepolisian i iidan i 

iiinstansi i iiterkait i iilainnya, i iimaka i iipengaturan i iilalu i iilintas i iidapat i iiberjalan i iidengan i 
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iilebih i iiefektif i iidan i iiefisien, i iiserta i iimemberikan i iimanfaat i iiyang i iilebih i iibesar i iibagi i 

iikeselamatan i iidan i iikenyamanan i iidalam i iiberlalu i iilintas. 

 

e. Perbedaan i iikebijakan i iiantar i iiinstansi i iiyang i iiterlibat i iidalam i iipengaturan i 

iijalan i iilalu i iilintas. i ii 

 Perbedaan i iikebijakan i iiantar i iiinstansi i iiyang i iiterlibat i iidalam i iipengaturan i 

iijalan i iilalu i iilintas i iidapat i iimenjadi i iikendala i iidalam i iiupaya i iimeningkatkan i 

iikeselamatan i iidan i iikenyamanan i iiberlalu i iilintas. i iiHal i iiini i iidapat i iiterjadi i iiketika i 

iiterdapat i iiperbedaan i iiprioritas i iidan i iitujuan i iiantar i iiinstansi, i iisehingga i iiupaya i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iiyang i iidilakukan i iidapat i iimenjadi i iitidak i iiefektif i iidan i 

iitidak i iiterkoordinasi. 

Untuk i iimengatasi i iikendala i iiini, i iiperlu i iidilakukan i iikoordinasi i iidan i 

iikonsultasi i iiantar i iiinstansi i iiterkait i iiguna i iimemastikan i iibahwa i iikebijakan i iidan i 

iistrategi i iiyang i iiditerapkan i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iibersifat i iikonsisten i 

iidan i iiterkoordinasi. i iiSelain i iiitu, i iiperlu i iijuga i iidiadakan i iipertemuan i iisecara i iirutin i 

iiantara i iipihak-pihak i iiterkait i iiuntuk i iimemperkuat i iikoordinasi i iidan i iikomunikasi. 

Selain i iiitu, i iipenting i iijuga i iiuntuk i iimemperkuat i iikerjasama i iiantar i iiinstansi i 

iidalam i iihal i iipenyediaan i iisarana i iidan i iiprasarana i iipendukung i iiseperti i iiperalatan i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iidan i iitransportasi i iipatroli. i iiDengan i iibegitu, i iiupaya i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iidapat i iidilakukan i iisecara i iiefektif i iidan i iiefisien i iitanpa i 

iiterkendala i iioleh i iiperbedaan i iikebijakan i iiantar i iiinstansi i iiyang i iiterlibat. i ii 
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Untuk i iimengatasi i iikendala-kendala i iitersebut, i iidiperlukan i iikerjasama i 

iiantara i iiberbagai i iipihak i iiterkait i iiseperti i iipihak i iikepolisian, i iidinas i iiperhubungan, i 

iidishub, i iidan i iimasyarakat. i iiDalam i iiupaya i iipengaturan i iilalu i iilintas, i iiperlu i 

iidilakukan i iikoordinasi i iiyang i iibaik, i iipemantauan i iikondisi i iilalu i iilintas i iiyang i 

iicermat, i iidan i iipenerapan i iiaturan i iilalu i iilintas i iisecara i iikonsisten i iiuntuk i iimencapai i 

iitujuan i iikeselamatan i iidan i iikenyamanan i iidalam i iiberlalu i iilintas. i ii 

Masalah i iikurang i iioptimalnya i iikoordinasi i iiantara i iipihak i iikepolisian i iidan i 

iiinstansi i iiterkait i iilainnya i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iiseperti i iidinas i 

iiperhubungan i iidan i iidishub i iibisa i iimenjadi i iikendala i iidalam i iimenciptakan i 

iikelancaran i iilalu i iilintas i iidi i iijalan i iiraya. i iiKurangnya i iikoordinasi i iidan i iisinergi i 

iiantara i iiinstansi i iiyang i iiterlibat i iidapat i iimenghambat i iiefektivitas i iipengaturan i iilalu i 

iilintas i iidan i iimenimbulkan i iimasalah i iilalu i iilintas i iiyang i iilebih i iiserius. i iiUntuk i 

iimengatasi i iimasalah i iiini, i iiperlu i iiadanya i iiupaya i iikoordinasi i iidan i iisinergi i iiyang i 

iilebih i iibaik i iiantara i iikepolisian i iidan i iiinstansi i iiterkait i iilainnya. i iiBeberapa i iilangkah i 

iiyang i iidapat i iidilakukan i iiuntuk i iimeningkatkan i iikoordinasi i iidan i iisinergi i iitersebut i 

iiantara i iilain: 

a. Rapat i iiKoordinasi: i iiDibutuhkan i iirapat i iikoordinasi i iiantara i iipihak i 

iikepolisian i iidan i iiinstansi i iiterkait i iilainnya i iiseperti i iidinas i iiperhubungan i 

iidan i iidishub i iiguna i iimembahas i iistrategi i iidan i iitindakan i iikonkret i iidalam i 

iipengaturan i iilalu i iilintas. 



81 
 

 
 

b. Penentuan i iiPemimpin i iiOperasi: i iiPenentuan i iipemimpin i iioperasi i iiyang i 

iiterdiri i iidari i iibeberapa i iiinstansi i iidapat i iimembantu i iidalam i iimemudahkan i 

iikoordinasi i iidan i iipengambilan i iikeputusan i iidalam i iisituasi i iidarurat. 

c. Pembagian i iiTugas i iidan i iiTanggung i iiJawab: i iiPenentuan i iitugas i iidan i 

iitanggung i iijawab i iisecara i iijelas i iidan i iiterperinci i iiantara i iiinstansi i iiterkait i 

iijuga i iisangat i iipenting i iiguna i iimeningkatkan i iiefektivitas i iipengaturan i iilalu i 

iilintas i iidan i iimenghindari i iitumpang i iitindih i iidalam i iipelaksanaan i iitugas. 

d. Pelatihan i iidan i iiPeningkatan i iiKapasitas: i iiPelatihan i iidan i iipeningkatan i 

iikapasitas i iibagi i iipetugas i iidi i iibidang i iipengaturan i iilalu i iilintas i iijuga i iiperlu i 

iidilakukan i iiuntuk i iimeningkatkan i iikemampuan i iidan i iiketerampilan i iimereka 

i iidalam i iimenghadapi i iisituasi i iiyang i iimungkin i iiterjadi i iidi i iilapangan. 

Dengan i iiadanya i iikoordinasi i iidan i iisinergi i iiyang i iilebih i iibaik i iiantara i 

iikepolisian i iidan i iiinstansi i iiterkait i iilainnya, i iidiharapkan i iidapat i iimenciptakan i 

iipengaturan i iilalu i iilintas i iiyang i iilebih i iiefektif, i iiefisien, i iidan i iiberdampak i iipositif i 

iipada i iikeselamatan i iidan i iikelancaran i iilalu i iilintas i iidi i iijalan i iiraya. 

Kendala i iidalam i iisuatu i iikegiatan i iidapat i iibermacam-macam i iitergantung i 

iipada i iijenis i iikegiatan i iiyang i iidilakukan. i iiBeberapa i iicontoh i iiumum i iidihadapi i 

iidalam i iikegiatan i iimeliputi i iiketerbatasan i iiwaktu, i iisumber i iidaya i iiyang i iiterbatas, i 

iikurangnya i iidukungan i iiatau i iipartisipasi i iidari i iiorang i iilain i iidan i iilain i iisebagainya. i 

iiDalam i iimenghadapi i iikendala, i iipenting i iiuntuk i iimempertimbangkan i iisolusi i iiyang i 

iimungkin i iidan i iimelakukan i iiperencanaan i iiyang i iibaik i iiuntuk i iimengurangi i iiresiko i 

iiterjadinya i iikendala i iitersebut. i iiKendala i iidalam i iipengaturan i iilalu i iilintas i iisering i 
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iimuncul i iikarena i iiadanya i iikompleksitas i iidalam i iisistem i iitransportasi i iidan i iiperilaku i 

iipengguna i iijalan i iiyang i iiberbeda-beda. i ii 

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, pihak kepolisian lalu lintas 

kabupaten Tapin dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya: 

1. Meningkatkan jumlah personel dan fasilitas yang memadai.  

Pihak kepolisian lalu lintas dapat mengajukan permohonan kepada 

pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah personel dan fasilitas yang 

memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pengaturan lalu lintas. Selain itu, dapat 

dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas perhubungan untuk 

memperoleh fasilitas yang diperlukan. 

2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.  

Pihak kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi 

kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti aturan lalu lintas melalui 

kegiatan seperti sosialisasi di sekolah-sekolah, kampanye di media massa, dan 

pembuatan spanduk atau baliho di lokasi strategis. 

3. Meningkatkan akses informasi dan teknologi. 

 Pihak kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan akses informasi dan 

teknologi dengan menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang dapat 

membantu dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas. Selain itu, dapat 

melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas perhubungan untuk 

memperoleh informasi terkini tentang kondisi lalu lintas. 

4. Meningkatkan koordinasi dan dukungan dari pihak-pihak terkait.  
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Pihak kepolisian lalu lintas dapat meningkatkan koordinasi dan dukungan 

dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan dinas perhubungan dengan 

melakukan pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala. Selain itu, dapat juga 

dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang terkait dengan pengaturan lalu lintas. 

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan peran kepolisian lalu 

lintas kabupaten Tapin dalam mengatur lalu lintas dapat terlaksana secara optimal 

sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

 


